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LAMPIRAN




LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA
PEDOMAN WAWANCARA
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
 Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian
1. Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?
1. Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!
1. Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?
1. Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
1. Bagaimana kekompakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim? Jelaskan!
1. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?
1. Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)
1. Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
1. Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
1. Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
1. Bagaimana pengurutan waktu dan pekerjaan dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
1. Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?
1. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?


PEDOMAN WAWANCARA
Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
 Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian
1. Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?
2. Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!
3. Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?
4. Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
5. Bagaimana kekompakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim? Jelaskan!
6. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?
7. Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)
8. Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
11. Bagaimana pengurutan waktu dan pekerjaan dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
12. Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?
13. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?




PEDOMAN WAWANCARA
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara dinas perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?
2. Apakah terdapat koordinasi antara Dinas Perkim dengan Satpol PP dalam hal penertiban bangunan liar?
3. Terkait dengan Tim Terpadu, SK terakhir yang saya dapati yaitu SK tahun 2017, ketika saya konfirmasi kepada instansi, mengapa SK terakhir berada di tahun 2017 sedangkan sekarang sudah berada di tahun 2023. Masing-masing instansi menjawab bahwasanya dalam langkah penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai mereka hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?
4. Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?
5. Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara dinas perkim dan satpol PP dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
6. Bagaimana kekompakan antara Dinas Perkim dan Satpol PP? Jelaskan!
7. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim selaku leading sektor kepada Satpol PP?
8. Bagaimana bentuk pembagian kerja Dinas Perkim terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan?  (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Satpol PP)
9. Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP  sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
12. Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?
13. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara dinas Perkim dan Satpol PP?

PEDOMAN WAWANCARA
Sekretris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
 Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian
1. Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?
2. Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!
3. Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?
4. Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
5. Bagaimana kekompakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim? Jelaskan!
6. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?
7. Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)
8. Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
11. Bagaimana pengurutan waktu dan pekerjaan dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
12. Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?
13. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?


PEDOMAN WAWANCARA
Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan (P2D)
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
 Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian
1. Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?
2. Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!
3. Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?
4. Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
5. Bagaimana kekompakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim? Jelaskan!
6. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?
7. Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)
8. Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
11. Bagaimana pengurutan waktu dan pekerjaan dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
12. Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?
13. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?


PEDOMAN WAWANCARA
Staff Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah menurut Bapak/Ibu Satpol PP dan Dinas Perkim telah kompak dalam menjalankan tugas penertiban bangunan liar di Kota Binjai?
2. Apakah Dinas Perkim hadir ketika pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan berlangsung?
3. Bagaimana terkait dengan kedisplinan Satpol PP dan Dinas Perkim dalam kegiatan penertiban bangunan? (kehadiran dan ketepatan waktu)
4. Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?
5. Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?
6. Bagaimana saran Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?


PEDOMAN WAWANCARA
Ketua DPRD Kota Binjai
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara dinas perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai serta tanggapan DPRD Kota Binjai terkait dengan permasalahan tersebut
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
Nama 			: 
Jabatan 		: 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Berdasarkan media online yang saya baca, masih terdapatnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai, bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hal tersebut?
1. Bangunan yang berdiri tanpa izin dapat mempengaruhi PAD Kota Binjai, menurut bapak/ibu apa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam menangani permasalah tersebut?
1. Bagaimana peran DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam rangka peningkatan penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai? 
1. Pada pengimplementasian penertiban bangunan tanpa izin, terdapat beberapa instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan tersebut yaitu Dinas Perkim dan Satpol PP, menurut bapak/ibu apakah instansi tersebut melakukan koordinasi dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?
1. Menurut bapak/ibu, jika dikaitkan dengan koordinasi antara dinas perkim dan satpol PP, apakah yang menyebabkan masih terdapatnya bangunan tanpa izin di kota binjai? (Mis: Komunikasi, Kesatuan kerja, pembagian kerja, disiplin)
1. Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?
1. Terkait dengan Tim Terpadu, SK terakhir yang saya dapati yaitu SK tahun 2017, ketika saya konfirmasi kepada instansi, mengapa SK terakhir berada di tahun 2017 sedangkan sekarang sudah berada di tahun 2023. Masing-masing instansi menjawab bahwasanya dalam langkah penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai mereka hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?
1. Menurut Hasibuan (2006) terdapat beberapa indikator dalam koordinasi yaitu, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Menurut pendapat bapak/ibu berdasarkan indikator tersebut, indikator mana yang masih terdapat kendala dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?




PEDOMAN WAWANCARA
Wartawan Domisili Binjai
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan sejauh mana koordinasi antara dinas perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Binjai serta tanggapan wartawan selaku penyampai informasi/berita kepada publik terkait dengan permasalahan tersebut
2. Pertanyaan Panduan 
2.1 Identitas Diri
Nama 			: 
Redaksi 
Jenis Kelamin		:
Alamat 		:
Pendidikan Terakhir 	:
Hari/Tanggal		:
Waktu			:
2.2 Pertanyaan Penelitian
1. Berdasarkan media online yang saya baca, masih terdapatnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai, bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait hal tersebut?
2. Bangunan yang berdiri tanpa izin dapat mempengaruhi PAD Kota Binjai, menurut bapak/ibu apa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam menangani permasalah tersebut?
3. Bagaimana peran wartawan dalam rangka pemberian informasi kepada publik terkait dengan Penertiban Bangunan tanpa izin? 
4. Pada pengimplementasian penertiban bangunan tanpa izin, terdapat beberapa instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan tersebut yaitu Dinas Perkim dan Satpol PP, menurut bapak/ibu apakah instansi tersebut melakukan koordinasi dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?
5. Menurut bapak/ibu, jika dikaitkan dengan koordinasi antara dinas perkim dan satpol PP, apakah yang menyebabkan masih terdapatnya bangunan tanpa izin di kota binjai? (Mis: Komunikasi, Kesatuan kerja, pembagian kerja, disiplin)
6. Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?
7. Menurut Hasibuan (2006) terdapat beberapa indikator dalam koordinasi yaitu, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Menurut pendapat bapak/ibu berdasarkan indikator tersebut, indikator mana yang masih terdapat kendala dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?



LAMPIRAN 2: PEDOMAN OBSERVASI
PEDOMAN OBSERVASI
Observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka melihat Koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kota Binjai yang dalam hal ini melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai meliputi:
A. Tujuan
Adapun tujuan daripada dilakukannya kegiatan observais ini adalah  untuk dapat memperoleh informan dan data yang baik mengenai Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kota Binjai
       B. Aspek yang diamati:
1. Kondisi Fisik Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
2. Bentuk Surat Peringatan sekaligus sebagai surat tembusan yang dilayangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dan surat peringatan sekaligus sebagai surat tembusan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.


LAMPIRAN 3: PEDOMAN DOKUMENTASI
PEDOMAN DOKUMENTASI
Adapun dokumentasi yang diperlukan peneliti adalah sebagai berikut:
1. Gambar Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai (Perkim)
2. Gambar Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Satpol PP)
3. Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai 
4. Sumber Daya Manusia yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
5. Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-214/K/Tahun 2017 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Pemanfaatan Ruang Bagi Bangunan Bermasalah dan Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kota Binjai Tahun 2017
6. Surat Peringatan I, II, III,  dan Surat Himbauan untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai waktu yang telah ditetapkan. Apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan tahap penyegelan/pemberhentian kegiatan bangunan yang dilayangkan oleh Dinas Perkim Kota Binjai
7. Surat Peringatan I, II, III yang dilayangkan oleh Satpol PP Kota Binjai
8. Dokumentasi Penertiban bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim dan Satpol PP

TRANSKIP WAWANCARALAMPIRAN 4: TRANSKIP WAWANCARA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
Nama 			: Ir. Mahyar Nafiah, SST., M.Si
Jabatan 		: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
 			  Kota Binjai
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Jl. Dr. Wahidin No. 60, Binjai Timur
Pendidikan Terakhir 	: S-2
Hari/Tanggal		: Kamis, 27 April 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Masih ada karena banyak masyarakat itu belum memahaminya gitu, karena kan sekarang sistemnya sistem baru dulu namanya IMB sekarang PBG dan kalau dulu kan dia langsung sekarang kan main sistem aplikasi di situlah banyak masyarakat terkadang tidak tahu. Sosialisasi tidak ada, cuman kan hanya perubahan nama dari IMB ke PBG gitu aja, jadi tidak ada yang perlu disosialisasikan tapi terkadang masyarakat dia karena repot dianggapnya jadi mereka tidak mau mengurusnya. Tetapi pada saat kita datangi mereka mau mengurusnya harus ditegur dulu lah. Perda sedang dalam proses namun belum disahkan.

	2
	Pewawancara
	Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!

	
	Informan
	Sumber dari DAU APBD Kota Binjai itu sumbernya. Kalau dibilang cukup dengan luasan seluas Kota Binjai ini kurang. Lebih kurang 100 juta

	3
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?

	
	Informan
	Ada, kalau SK dia tidak ada, hanya berdasarkan tupoksi karena di satpol PP itu juga kan ada bidang yang mengurus penertiban Perda.

	4
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	
	Bentuk kesatuan tindakannya sudah terjawab tadi, karena kan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

	5
	Pewawancara
	Bagaimana kekompakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim? Jelaskan!

	
	Informan
	Kompak

	6
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?

	
	Informan
	Komunikasi lancar, jadi hanya tinggal misalnya kita mau gabungannya kami tinggal menyurati mereka mereka setuju udah kami jalan. Sekedar administrasi itu wajib ada. Harus tertib sesuai administrasi mereka juga tidak bisa langsung main hajar aja, tidak bisa. Kalau seandainya tidak ada pemberitahuan dari perkim main bongkar main apa ternyata dia sudah masuk tahapan pembuatan izin kan tidak boleh. Beda IMB sama PBG. Kalau IMB dulu izinnya dulu harus ada baru boleh bangun, sekarang beda

	7
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)

	
	Informan
	Ada bidang khusus yang menangani permasalahan tersebut bidang pengawasan. Kepala Seksinya pada saat sekarang ini masih kosong dan itu diambil alih oleh kepala bidangnya.

	8
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Ada bidang khusus yang menangani tersebut, jadi dilimpahkan ke bidang tersebut karena di tupoksinya di bidang tersebut disitu dia penertiban di situ dia mengeluarkan rekomendasi PBG. Jadi merekalah yang bertanggung jawab terkait hal tersebut. Melakukan tanda tangan jika sudah masuk tahapan penghentian bangun

	9
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Sudahlah, karena sebenarnya di lapangan itu kami berjalan jadi kita ada di dalam website PU, Binjai itu adalah kabupaten kota yang mengeluarkan PBG terbanyak se Sumatera Utara.

	10
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Selalu sama, berangkatnya sama, kalau mengumpulnya itu tergantung, ya bikin janji lah misalnya ada beberapa titik yang mau di cek, mungkin di titik awal disitulah kumpulnya bersama. Pokoknya tindakan itu tidak ada yang maju sendiri tidak ada. Kalau namanya sudah gabungan ya sama

	11
	Pewawancara
	Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Nggak ada, sampai detik ni nggak ada, sampai sekarang tidak ada. Aman.

	12
	Pewawancara
	Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Sering komunikasi, karena kebetulan saya dengan kepala Satpol PPnya kawan baik dari bawahpun kami pernah satu kantor.






Nama 			: Ahmad Khair Hasibuan, S.Ag
Jabatan 		: Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan 
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Binjai Kota
Pendidikan Terakhir 	: S-1
Hari/Tanggal		: Kamis, 04 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasarkan media yang saya baca, masih terdapat bangunna liar di Kota Binjai, bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?

	
	Informan
	Jadikan dia terkait dengan bangunan liar ini ada kaitan dengan SDM nya secara peraturan seharusnya memang sebelum membangun mereka sudah membuat izinnya, tapi kenyataannya bangunan yang sudah ada kita datangi dulu baru kita mengetahui bahwa bangunan itu belum ada izinnya artinya ditujukan pada kerja pengawasan.

	2
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi Dins Perkim dan Satpol PP dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Iya, iya ada

	3
	Pewawancara
	Menurut bapak, bagaimana bentuk kesatuan kerja antara Dinas Perkim dan satpol PP Kota Binjai?

	
	Informan
	Jadi ada bentuk kerja dari satpol PP ada juga bentuk kerja dari Perkim dan ada juga bentuk koordinasi jadi memang tetap dia berkoordinasi.

	4
	Pewawancara
	Apakah Dinas Perkim dan satpol PP sudah kompak dalam menjalankan penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Haruslah, harus kompak dia bentuk koordinasi

	5
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi antara Dinas Perkim dan satpol PP?

	
	Informan
	Komunikasi bagus, bentuk secara lisan dan surat

	6
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Dinas Perkim dan Satpol PP dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Langsung bersama-sama dalam penertiban bangunan

	7
	Pewawancara
	Bagimana spesialisasi tugas bapak dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Saya sebagai ketua tim

	8
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak, Dinas perkim dan Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau penyegelan dan lain-lain tetap ada koordinasi jadi sama-sama, kalau penyegelan itu sama-sama gitu

	9
	Pewawancara
	Menurut Bapak, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Sudah maksimal semua.




Nama 			: Dedi Sahputra Tarigan
Jabatan 		: Koordinator Binjai Selatan
Jenis Kelamin 		: Laki-Laki
Alamat			: Kota Binjai
Pendidikan Terakhir	: SMA
Hari/Tanggal 		: Rabu, 31 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Masih ada yang tidak mengerti dengan peraturan. Ya, itulah gunanya kita, kita datang menyuruh, menerangkan kepada masyarakat.

	2
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi antara Dinas Perkim dengan Satpol PP dalam hal penertiban bangunan liar?

	
	Informan
	Ada, kira-kira masyarakat yang bandel yang tidak mengindahkan surat kita, kita lapor Satpol PP biar ditindak bersama

	3
	Pewawancara
	Terkait dengan Tim Terpadu, SK terakhir yang saya dapati yaitu SK tahun 2017, ketika saya konfirmasi kepada instansi, mengapa SK terakhir berada di tahun 2017 sedangkan sekarang sudah berada di tahun 2023. Masing-masing instansi menjawab bahwasanya dalam langkah penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai mereka hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?

	
	Informan
	SK tidak ada, diakan gini kalau kira-kira ada masyarakat yang bandel ya kita kasi surat Satpol PP baru kita tertibkan bersama. Menyesuaikan Perwal Nomor 22 Tahun 2018.

	4
	Pewawancara
	Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?

	
	Informan
	yang menentukan itukan bukan kita yang di koordinator lapangan ini, merekalah yang diatas yang mengerti.

	5
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara dinas perkim dan satpol PP dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kesatuan tindakannya sudah klop, kitakan sudah da surat pegangan masing-masing instansi kantor. Sudah kompak

	6
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim selaku leading sektor kepada Satpol PP?

	
	
	Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada masyarakat yang membandel, tidak mau mengindahkan surat kita ya kita datang kita kasi surat ke Satpol PP baru kita tindak langsung. Kelapangan biar supaya masyarakat ada efek jeranya gitu. Komunikasi surat menyurat.

	7
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Dinas Perkim terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan?  

	
	Informan
	Kalau disini dibagi perwilayahan masing-masing, disinikan dibagi lima jadi kecamatan masing-masing, lain orang, lain yang megang. Kalau sama Satpol PP itu gabungan, semua wilayah juga ikut.

	8
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?


	
	Informan
	Mendatangi bangunan yang bermasalah, khususnya di Binjai Selatan.

	9
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Disiplin udah pastilah, harus ada disiplin.

	10
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Disiplin juga, mereka lebih disiplin lagi, satuan kan gitu

	11
	Pewawancara Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP  sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kesatuan kerja, kan lain kantor lain juga dia pemimpinnya. Bisa juga tufoksinya berbeda

	12
	Pewawancara
	Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara dinas Perkim dan Satpol PP?

	
	Informan
	Sering kerjasama, sering koordinasi antar perkecamatan jadi nggak ada timbul miskomunikasi 





Nama 			: Muhammad Deny
Jabatan 		: Koordinator Binjai Utara
Jenis Kelamin 		: Laki-Laki
Alamat			: Kota Binjai
Pendidikan Terakhir	: S-1
Hari/Tanggal 		: Rabu, 31 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Iya masih ada, di Binjai utara contohnya di jalan Hamir Hamzah, sudah dikasi SP ke tiga

	2
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi antara Dinas Perkim dengan Satpol PP dalam hal penertiban bangunan liar?

	
	Informan
	Kami biasanya kalau udah SP 2, kami kasi tembusan ke Satpol PP.

	3
	Pewawancara
	Terkait dengan Tim Terpadu, SK terakhir yang saya dapati yaitu SK tahun 2017, ketika saya konfirmasi kepada instansi, mengapa SK terakhir berada di tahun 2017 sedangkan sekarang sudah berada di tahun 2023. Masing-masing instansi menjawab bahwasanya dalam langkah penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai mereka hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?

	
	Informan
	Hanya mengikuti aturan, 

	4
	Pewawancara
	Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?

	
	Informan
	IMB dan PBG lebih kurang menurut saya sama aja, pergantian nama. Ya gimana, orang tetap membangun, apa yang bisa dilakukan itulah yang kita lakukan walaupun belum ada

	5
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara dinas perkim dan satpol PP dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Biasanya kalau sudah surat teguran ke-4, orangtu belum mengindahkan biasa kita lakukan penyegelan. Penyegelan bersama, biasa kami undang mereka (Satpol PP). Tahun 2023, tidak pernah ada pembongkaran, tahap akhir itu sampai tahap penyegelan, tidak ada lagi pembongkaran, tidak ada biayanya.

	6
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim selaku leading sektor kepada Satpol PP?

	
	Informan
	Komunikasi secara surat menyurat

	7
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Dinas Perkim terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan?  

	
	Informan
	Kalau tulisan penyegelan kami yang buat, Satpol PP mendampingi kami, mereka ikut bantu-bantu dilapangan, ikut menempelkan gitu aja. Sekaligus menjaga keamanan 

	8
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Dinas Perkim terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan?  

	
	Informan
	Kalau ada orang membangun, kami datangi, kami himbau supaya mereka mengurus perizinan kalau mereka belum mau habis nyuratin kalau mereka belum mengurus izin kami suratin. Teguran lisan sekaligus memberikan SP-1

	9
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Disiplin, sama gitu

	10
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP  sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Disiplin, waktunya

	11
	Pewawancara
	Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Kalau menurut saya aman-aman saja, tidak ada yang bermasalah 

	12
	Pewawancara
	Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara dinas Perkim dan Satpol PP

	
	Informan
	Antar pimpinan lebih koordinasi lagilah, diperkuat koordinasinya.





Nama 			: Yandi Listiandi Sinulingga
Jabatan 		: Anggota Tim Lapangan Binjai Kota
Jenis Kelamin 		: Laki-Laki
Alamat			: Kota Binjai
Pendidikan Terakhir	: SMA
Hari/Tanggal 		: Rabu, 31 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Begini mengenai masyarakat yang belum mengurus PBG dalam peraturan terbaru ini, mungkin terkendala di faktor ekonomi mereka, mereka belum terbentuk biaya untuk mengurusnya atau terkendala di surat kelengkapan berkas, mengenai surat tanah ataupun di pajak PBB, karena syaratnya seperti itu. Jadi mungkin di situ nggak usah aja mereka yang belum memiliki atau mengurus izin. Jadi kalau untuk mengiyakan, seperti ini, seperti tadi kami ke lapangan ketika kami bertanya belum ada nanti bakal saya urus dan itu daripada kata pemilik bangunan (masyarakat), tinggal tadi di tim kita bertanya untuk mengawasinya.

	2
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi antara Dinas Perkim dengan Satpol PP dalam hal penertiban bangunan liar?

	
	Informan
	Ya karena dalam arti dinas perkim dan Satpol PP itu jadi Satpol PP itu sebagai Penegak Perda jadi koordinasi kita untuk menghimbau di lapangan masyarakat untuk mengurus izin jadi dilibatkanlah Satpol PP.

	3
	Pewawancara
	Terkait dengan Tim Terpadu, SK terakhir yang saya dapati yaitu SK tahun 2017, ketika saya konfirmasi kepada instansi, mengapa SK terakhir berada di tahun 2017 sedangkan sekarang sudah berada di tahun 2023. Masing-masing instansi menjawab bahwasanya dalam langkah penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai mereka hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?

	
	Informan
	Kalau masalah SK ini saya tidak tahu karenakan saya sebagai bawahan yang mengetahui tetap koordinator. Jadi untuk SK, saya belum ada membaca SK terbaru yang seperti ini

	4
	Pewawancara
	Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?

	
	Informan
	Kami dalam arti dinas ini tinggal menunggu, bagaimana arah perbedaan ditentukan kapan di keluarnya ya  kita akan mengikuti untuk arah kita di lapangan.

	5
	Pewawancara
	Bagaimana kekompakan antara Dinas Perkim dan Satpol PP? Jelaskan

	
	Informan
	Kalau dibilang kompak ya harus kompak karenakan ni koordinasi tadi berkaitan dengan harus bekerja sama antara perdagangan dinas itu tadi

	6
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim selaku leading sektor kepada Satpol PP?

	
	Informan
	Secara administrasi harus pakai surat

	7
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Dinas Perkim terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan?  (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Satpol PP)

	
	Informan
	Timnya gabung, karena mereka kan juga harus dilibatkan juga

	8
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Tugas saya kan dalam arti pengawasan di lapangan cek bangunan mana yang belum ada izin dan kemudian kami menghimbau dan memberikan surat peringatan 1 sampai dengan peringatan ketiga. Itulah tugas kami dilapangan. Kalau ditemukan bangunan kami langsung memberikan surat peringatan dan menghimbau untuk datang langsung ke kantor.

	9
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Karena saya dirinya sendiri ya saya merasakan disiplin, karena saya di dinas ini

	10
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP  sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Karena di sana kan kita tidak bisa tahu juga bagaimana kedisiplinan mereka juga namanya lain instansi. Kalau mengenai waktu, waktu kan sudah dikatakan, terkadang namanya waktunya kita tidak bisa tahu, tapi kalau namanya datang ya kita harus datang hadir. Tapi tetap kami harus mengikuti waktu yang telah ditetapkan tadi. 

	11
	Pewawancara
	Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Bagi saya tidak ada yang terkendala karenakan saya bawahan hanya mengikuti saja atasan.

	12
	Pewawancara
	Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara dinas Perkim dan Satpol PP?

	
	Informan
	Kalau saya pribadi tinggal komunikasi sajanya itu, kalau terkait dengan koordinasi itu tadikan tergantung pimpinan.





Satuan Pamong Praja Kota Binjai

Nama 			: Wanriski Ardiannova,S.Sos
Jabatan 		: Sekretaris/PJ Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Jl. Yos Sudarso, Kel. Jati Utomo, Kec. Binjai Utara
Pendidikan Terakhir 	: S-1
Hari/Tanggal		: Selasa, 02 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Ada benarnya, tapi tidak banyak juga karena sebagian sudah kita beri pengawasan selagi kita koordinasi dengan pihak perkim dan biasanya pihak perkim juga kalau adanya yang tidak memiliki IMB atau izin bangun, tapi sekarang bukan IMB namanya PBG. Itu tetap kita turun ke lapangan supaya baik bersama perkim atau dari pihak satpol PP sendiri. Kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus izin baik yang rumah tinggal pribadi, usaha, perumahan, ruko. Jadi apabila mereka tidak ada izin pembangunannya kita hentikan untuk sementara. Selain dari perkim sendiri juga ada surat tilang. SOP mereka tiga kali surat akan ditembuskan Satpol PP, itu dari perkimnya. Kalau dari Satpol PP sendiri walaupun tidak ada permintaan dari perkim kita juga langsung turun ke lapangan untuk memeriksa di bidang P2D. Jadi, tetap kita himbau antisipasi apabila tidak ada izin kita hentikan sementara melalui SOP yang ada.

	2
	Pewawancara
	Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!

	
	Informan
	Kalau dia di satpol PP anggaran untuk khusus IMB tidak ada. Kita kan ada kegiatan untuk penegakan Perda, pembayaran gaji jadi di situ semua jadi tidak ada khusus untuk penertiban IMB itu tidak ada. Sebelum-sebelumnya, anggaran itu ada di perkim atau di PTSP. Jadi kita kalau ada yang ingin dieksekusi akan dibuat tim anggarannya ada pada mereka, karena Satpol PP tidak bisa menganggarkan karena leading sektornya dinas perkim

	3
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?

	
	Informan
	Ada, kita tetap koordinasi setidaknya kalau ada yang untuk kita penertiban apabila ada eksekusilah ada IMBnya atau tidak ada. Kalau di Binjai sendiri, beberapa tahun terakhir untuk pembongkaran tidak ada, karena kita tetap menghimbau,  setelah kita himbau itu pemilik rumah, bangunan itu akan mengurus. Kita dari Satpol PP sendiri mengundang mereka untuk datang kekantor.

	4
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk kesatuan tindakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Ini sebenarnya, kita nih kan bisa berjalan masing-masing ni jadi tidak ada konflik, tapi lebih sering berjalan masing-masing. Selain mereka memberikan surat tembusan yang surat-surat teguran dari mereka surat tilang dan itu kita juga turun. Komunikasinya itu yaitu apabila surat tilang mereka tidak diindahkan, mereka akan mengundang kita untuk sama-sama kelapangan. Satpol PP bisa bergerak sendiri, karena di Perda dan perwal kita juga sebagai pengawasan selain penegak perda..

	5
	Pewawancara
	Bagaimana kekompakan antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?

	
	Informan
	Kalau dibilang kompak ya kita kompak tapi masih ada perlu peningkatan untuk saling menguatkan.

	6
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?

	
	Informan
	Kita kalau untuk komunikasinya melalui telepon atau langsung nanti bidang kita di sini bagian penegakan perdanya akan langsung datang ke kantor perkim untuk berkoordinasi apabila terjadi temuan kita buat laporan ke pak Sekda.

	7
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)

	
	Informan
	Pembagian kerja itu khusus untuk semua perizinan tidak hanya IMB, kita itu di bidangi oleh satu bidang P2D, jadi disitu  mereka yang mengatur anggota di lapangan. Jadi mereka turun satu regu, mencari mana tahu terdapat bangunan yang melanggar. Kalau kita sebelum-sebelumnya setiap hari keliling, hari jum'at mengurus laporan masyarakat dan lain sebagainya

	8
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau saya hanya menyiapkan administrasi, kalau urusan tanda tangan dan lain sebagainya kami serahkan ke Kasat

	9
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau menurut saya ya sudah disiplin karena memang dari Senin sampai Kamis mereka memang bergerak dan juga laporan-laporannya kita juga ada sebagai dokumentasinya, cuman memang untuk belakangan ini karena kita terbataskan anggaran jadi belum kita cetak masih kita simpan di file. Jadi kalau kita ke lapangan kita foto.

	10
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau Dinas Perkimnya kalau disiplinnya saya rasa tidak jauh beda lah, karena kita lihat dari surat tembusan kita juga cukup banyak kita buatpun meriah gitulah. Kalau itu sebenarnya enggak karena sudah kita sepakati misalnya bergerak di jam sembilan kita setengah sembilan sudah bergerak cuman titik geraknya biasa kita ke datang ke kantor Perkim atau mereka yang datang kemari. Itu nanti dari sana buat satu tim atau dipecah itu teknis di lapangan berapa unit yang mau didatangi.

	11
	Pewawancara
	Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Kesatuan kerjanya yang agak masih dapat kendala disini karena kita mungkin mengambil keputusan itu, mungkin karena tidak ini ya antara Satpol PP sama Perkim mungkin masih lemah lah. Komunikasi ini tadi tadi mungkin kita dapat dilapangan itu koordinator-koordinatornya mungkin di situ yang agak lambat kitakan langsung koordinator dilapangan itu siapa, nggak tahu ini jadi mungkin koordinator dia tidak di posisinya itu dia yang komunikasinya kurang lancar kalau yang di kantor sama di atasnya tidak ada masalah tapi kan mereka ada koordinator di lapangan tapi itu mungkin yang kurang 

	12
	Pewawancara
	Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?

	
	Informan
	Sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan itu kita terus selain koordinasi langsung ke kantor mereka kita juga selalu menyampaikan bahwasanya ada masalah itu kita mengharapkan kita meminta kepada Pak sekda di situlah kita bahas bagaimana untuk memperlancar di lapangan jadi di fasilitasi oleh Pak sekda kita ngumpul di ruangan Pak sekda itu yang mana OPD OPD yang terkait di situlah kita mengumpulkan dan dapat dilihat bagaimana presepsinya.


Nama 			: Luber Simamora,SH.,MH
Jabatan 		: Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah  
 			  (P2D) Satpol PP Kota Binjai
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Jalan Cendrawasi, Binjai Timur
Pendidikan Terakhir 	: S-2
Hari/Tanggal		: Selasa, 02 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Ya memang bangunan tanpa izin itu perlu penyadaran hukumnya kepada masyarakat makanya ada sosialisasinya. Jadi sebetulnya dulu IMB sekarang PBG, itu sebetulnya kalau masalah dia untuk penataan atau masalah izin itu itu ada di perkim. Jadi, tanggapan kami yang sesuai dengan tupoksi kami ya kalau mereka tidak mengurus izin ya kami ada pembinaan, ada pengawasan mereka tidak bisa lagi di bina dan diawasi ya terjadi penegakan hukumnya. Jadi penegakan hukumnya tadi dia sementara ya bangunan diberhentikan dan disuruh untuk mengurus PBGnya, jadi kalau untuk masalah bangunan liar ini bisa kita dudukan dulu permasalahannya bangunan liar itu yang identiknya di pinggiran sungai, pinggiran rel jadi pada umumnya di Binjai itu memang tidak banyak-banyak kali tapi ada ya ada yang belum mengurus IMB-nya ada

	2
	Pewawancara
	Bagaimana dengan anggaran dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan? Jelaskan terkait dengan sumber, jumlah dan kecukupan!

	
	Informan
	Masalah penganggarannya itu biar supaya dia tidak tumpang tindih masalah untuk IMB itu ada di Perkim, kalau di satpol PP dia tidak ada anggarannya jadi yang ada anggarannya itu di kita untuk bangunan-bangunan yang bermasalah katakan dia tidak ada, hanya dia sebatas dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan PP dan perdanya jadi kita bekerja sesuai dengan undang-undang itu dibilang nanti kita nggak ada apa kita sudah digaji negara.

	3
	Pewawancara
	Apakah terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim dalam hal penertiban bangunan liar?

	
	Informan
	Ada, itu harus sinkron dia, tidak bisa kita terus di lapangan itu tanpa koordinasi sama perkim tetap dia harus duduk bersama. Mereka mengatakan pak di sana ada bangunan payah kali baru turun bersama-sama bisa, ataupun bisa kita datangi dulu sesuai dengan yang ada sama kita tugas kita, kita arahkan bukan Satpol PP yang dulu, kalau dulu masyarakat itu phobia sama satpol PP kalau sekarang kita sudah humanis kita datang kita tidak ada nakut-nakuti kita arahkan dia tidak tahu dia kita bantu. Alasan adanya bangunan liar itu satu, faktor ekonomi, kedua faktor pemahaman masyarakat untuk membayar retribusi IMB masih kurang menyadari untuk PAD daerah dan yang ketiga masih ada sifat-sifat lama itu, alah tidak diurus tidak apanya itu.

	4
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Dinas Perkim mengingat Dinas Perkim sebagai leading sektor?

	
	Informan
	Komunikasi sudah pasti, karena kan yang pertama itu komunikasi. Biasanya resmi itu pakai surat karena setiap kegiatan itu ada buktinya mereka atau kita satpol PP dengan perkim itu duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah ini kenapa ini, kenapa nggak diurus, ada masalah apa, tidak bisa dibantu, tidak tiba-tiba harus dibongkar terus tetap ada prosedurnya

	5
	Pewawancara
	Bagaimana bentuk pembagian kerja Satpol PP terhadap Penertiban Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan? (Pembagian kerja individu dan pembagian kerja dengan Dinas Perkim)

	
	Informan
	Kalau di bidang kami tetap kami tetap patroli rutin jadi nanti kepala seksinya membawa anggota keliling di lapangan kayak mana situasinya, ada suatu bangunan ya tetap tegur dulu pertama teguran lisan baru teguran tertulis 1,2,3 tadi dan para-para kasinya ini tetap dia yang mengatur kondisi di lapangan. Intinya kalau bidang kita bergerak itu tidak harus ada tujuan kecuali sudah ada surat tertentu yang masuk dari laporan apakah dari masyarakat, apakah perintah langsung kalau untuk rutinnya kepala seksinya yang mengatur. Patroli rutin tiap hari, karena kita tidak ada kalender hijau, makanya kalau bidang kita Senin sampai Jumat dia rutinnya beroperasi terus Sabtu Minggu pun kalau memang ada perintah wajib dia turun tiap hari dia tidak ada melihat dia kalender merah entah apa lebaran aja pun masuk dia tetap rutin dia bukan harus ada setiap laporan, apalagi ada laporan.

	6
	Pewawancara
	Bagaimana pengurutan waktu dan pekerjaan dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	7,3,3. 7 hari, 3 hari baru 3 hari.

	7
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas Bapak/Ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Peran kita sesuai dengan tupoksi kita aja di bidang penegakan perundang-undangan, pembinaan pengawasan dan penegakan hukum tadi. Kalau ada bangunan yang ingin ditertibkan ikut, satu bidang ini bergerak dia.

	8
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Satpol PP sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau masalah disiplin delapan puluh persenlah, kalau seratus persenkan nanti dianggap ngada-ngada kami.

	9
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/Ibu, Dinas perkim sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau itu kan kantor lain, sedangkan bidang lain saja tidak bisa saya menilai apalagi beda dinas.

	10
	Pewawancara
	Menurut Bapak/Ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Kalau bermasalah tidak ada kalau kurang itu pasti ada, kalau kurangnya itu kan ada juga sifat-sifat individu, ada yang geraknya cepat ada yang slow. 

	11
	Pewawancara
	Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?

	
	Informan
	Upaya yang sudah dilakukannya itu kami sering duduk bersama, sering hubungan komunikasi ada hal-hal kecil di rapatkan antara kabidnya dia pun sering cerita-cerita masalah kerjaannya itu IMB-nya kenapa belum bisa diurus





Nama 			: Deny Kurniawan
Jabatan 		: Staff Satuan Satpol PP, Satgas (Satuan Tugas)
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Jl. Wijaya Kesuma Lk. IV, Kel. Pahlawan, Kec. 
 			  Binjai Utara
Pendidikan Terakhir 	: SMA
Hari/Tanggal		: Jum'at, 05 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Apakah menurut bapak Satpol PP dan Dinas Perkim telah kompak dalam menjalankan tugas penertiban bangunan liar di Kota Binjai?

	
	Informan
	Menurut saya pribadi, Dinas Perkim dan Satpol PP ini belum kompak sebab ada beberapa pengecekan bangunan yang kami Satpol PP belum dilibatkan, tapi mungkin kalau terjadi masalah ataupun pemberian surat peringatan pertama, kedua, ketiga gitu, di koordinasi suruh datang. Jadi, begitulah yang dilibatkan, kalau tidak ada masalah tidak dilibatkan juga.

	2
	Pewawancara
	Apakah Dinas Perkim hadir ketika pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan berlangsung?

	
	Informan
	Kalau udah janjian ya hadir tepat waktu

	3
	Pewawancara
	Bagaimana terkait dengan kedisplinan Satpol PP dan Dinas Perkim dalam kegiatan penertiban bangunan?

	
	Informan
	Kehadiran ya hadir dan ketepatan waktunya juga tepat waktu, karenakan Satpol PP ini diajarkan disiplin. Kalaupun ada SPT pun, waktunyapun di mundurkan setengah jam ataupun sejam

	4
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas bapak dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Disini spesialisasi saya sebagai pengawalan. Jadi kalau untuk ada terjadi masalah dilapangan ataupun pemiliknya tidak terima ataupun ada oknum yang disitu memberontak, jadi disini kamilah yang melerai dalam artian penjaga keamanan.

	5
	Pewawancara
	Menurut bapak, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Soal ini saya tidak tahu pasti, karena saya hanya melakukan pengawalan saja dilapangan, kalau yang berkoordinasi kepala bidang dengan dinas perkim

	6
	Pewawancara
	Bagaimana saran bapak untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?

	
	Informan
	Menurut saya kalau untuk meningkatkan koordinasi antar kedua instansi ini harus adanya keterbukaan, saling menghargai, terkait rapat dan planning kedepannya itu gimana.





Nama 			: Laila Hafni Nst.
Jabatan 		: Staff Satpol PP, Administrasi Persuratan bidang Penegak  
 			  Perundang-undangan Daerah (P2D)
Jenis Kelamin		: Perempuan
Alamat 		: Jl. Kompor, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara
Pendidikan Terakhir 	: SMA
Hari/Tanggal		: Jum'at, 05 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Apakah menurut ibu Satpol PP dan Dinas Perkim telah kompak dalam menjalankan tugas penertiban bangunan liar di Kota Binjai?

	
	Informan
	Menurut pandangan saya selama ini, antara satpol PP dengan dinas perkim kurang kompak, dikarenakan seringnya terjadi diskomunikasi daripada pergi ke satpol PP

	2
	Pewawancara
	Apakah Dinas Perkim hadir ketika pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan berlangsung?

	
	Informan
	Diwaktu-waktu tertentu, dinas perkim memang hadir dikarenakan sudah dibuatnya janji dan itu biasanya mereka hadir diwaktu kami penertiban bangunan

	3
	Pewawancara
	Bagaimana terkait dengan kedisplinan Satpol PP dan Dinas Perkim dalam kegiatan penertiban bangunan? (kehadiran dan ketepatan waktu)

	
	Informan
	Bukan dikarenakan sata dari Satpol PP, tapi dari fakta selama ini, untuk kedisiplinan waktu Satpol PP selalu datang lebih dahulu dibandingkan dengan Dinas Perkim. Sedangkan, yang terlebih dahulu membuat janjikan Perkim, karenakan mereka itu yang tau terkait dengan hal-hal yang harus kami tertibkan. Tapi, fakta selama ini ya tetap saja Satpol PP yang duluan hadir.

	4
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas ibu dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Saya sendiri bertugas sebagai administrasi di bidang Penegak Perundang-undangan Daerah ini, jadi apapun yang dikerjakan sama bidang penegak Perda ini, sayalah adminnya sayalah yang bertugas mengumpulkan data-data ataupun laporan-laporan kegiatan bidang kami dilapangan.

	5
	Pewawancara
	Menurut ibu, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Masing-masing indikator masih menemukan kendala. Misalnya di kesatuan kerja, mereka sering lupa dengan tugas pokok mereka. Kedua, komunikasi antara satpol PP dengan Perkim yang selalu diskomunikasi itu dari Perkim ke kaminya, karenakan kami bukan bagian bangunan, kamikan pengawasan perda di Kota Binjai ini. Disiplinnya sama dengan pertanyaan nomor 3 terkait dengan kedisiplinan mereka.

	6
	Pewawancara
	Bagaimana saran ibu untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?

	
	Informan
	Menurut pendapat saya, agar terwujudnya koordinasi yang baik antara satpol PP dengan dinas perkim yaitu dari individu atau anggotanya masing-masing harus tahu tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perlu digaris bawahi dan ditegaskan kejujuran dan kedisiplinan wajib menjadi pedoman untuk kita bekerja. Karena disini banyak tertutup ataupun kalau kita bilang banyak sesuatu yang disembunyikan.





Nama 			: Reinhard J.S Turnip
Jabatan 		: Satgas (Satuan Tugas)
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Jl. Danau Batur, Binjai Timur
Pendidikan Terakhir 	: SMA
Hari/Tanggal		: Jum'at, 05 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak Satpol PP dan Dinas Perkim telah kompak dalam menjalankan tugas penertiban bangunan liar di Kota Binjai?

	
	Informan
	Kalau menurut saya ya belum kompak, karena Dinas Perkim tidak berkomunikasi dengan Satpol PP apabila ada bangunan loar di Kota Binjai 

	2
	Pewawancara
	Apakah Dinas Perkim hadir ketika pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan berlangsung?

	
	Informan
	Hadir, karena sudah berkoordinasi untuk pengecekan bangunan tersebut

	3
	Pewawancara
	Bagaimana terkait dengan kedisplinan Satpol PP dan Dinas Perkim dalam kegiatan penertiban bangunan? (kehadiran dan ketepatan waktu)

	
	Informan
	Tepat waktu

	4
	Pewawancara
	Bagaimana spesialisasi tugas Bapak dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin mendirikan bangunan?

	
	Informan
	Kalau spesialisasi saya ya hanya mendampingi dan melakukan pengawasan apabila terjadi masalah dengan pemilik bangunan tersebut

	5
	Pewawancara
	Menurut Bapak, berdasarkan beberapa indikator koordinasi yaitu kesatuan kerja, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, indikator manakah yang masih terdapat kendala didalamnya?

	
	Informan
	Disinikan saya hanya melakukan pengawalan saja terhadap kepala bidang saya. Masalah koordinasi saya kurang tahu.

	6
	Pewawancara
	Bagaimana saran Bapak untuk dapat meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perkim?

	
	Informan
	Saran saya kedua instansi ini harus meningkatkan koordinasi dan saling menghargai antar instansi yang atu dengan instansi lainnya.





Nama 			: Noor Sri Alamsyah Putra, ST
Jabatan 		: Ketua DPRD Kota Binjai
Jenis Kelamin		: Laki-laki
Alamat 		: Binjai Kota
Pendidikan Terakhir 	: S-1
Hari/Tanggal		: Jum’at 19 Mei 2023
	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasaran media online, dinyatakan bahwa di kota Binjai masih terdapat bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pernyataan tersebut?

	
	Informan
	Mungkin masih banyaknya bangunan yang tanpa izin artinya bangunan ilegal di Kota Binjai ini, sekarang ini penyebabnya pertama kelalaian daripada pemerintah kota dalam hal ini satpol PP yang melakukan penegakan Perda. Kedua Perda kita lagi digodok Perda baru yang lama itu Perda nomor 5 tentang jasa usaha ini lagi digodok Perda baru terkait IMB disesuaikan dengan sistem OSS sekarang yang terpusat yang sistem terpusat jadi Hal ini mungkin menjadi kendala salah satu untuk menentukan daripada izin yang gimana yang dipakai. Tapi yang saya tahu sampai sekarang ini mereka masih mengikuti Perda nomor 5. Jadi intinya, bangunan-bangunan yang di luar izin itu yang tegak di luar izin ini adalah salah satu PR daripada pemerintah kota juga DPRD Kota Binjai yang mana mungkin ini di luar pantauan kami ini mungkin di daerah-daerah pinggiran, yang pasti di kota-kota ini hampir rata sudah membuat izin

	2
	Pewawancara
	Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?

	
	Informan
	Inilah pelayanan pemerintah begitu banyaknya PBG yang dikeluarkan namun kita sampai saat ini masih kecolongan dalam hal PBG ini distribusinya ini masuk ke kas daerah. Jadi memang saya meminta kemarin agar IMB atau PBG sekarang ini segera di perbarui mengingat sudah tidak layak lagi retribusi kemarin itu yang begitu kecil cuman Rp. 10.000 ini kita minta agar lebih ditingkatkan. Jadi per meter itu ada yang Rp.10.000 ada yang Rp. 20.000 ada yang Rp. 30.000. jadi hal inilah yang saya rasa terlampau kecil untuk kota yang sekarang ini sedang berkembang dan PAD nya kecil ini sangat riskan dengan retribusi PBG yang begitu rendah dan kemarin ini juga lagi direvisi Perda terkait PBG ini sedang berjalan dan ini nanti juga akan sampai ke DPR terkait pengesahannya untuk ekseminasinya akan kita beri masukan apabila nilainya masih rendah itu akan kita tingkatkan kita naikkan Karena untuk ukuran sekarang Kota Binjai ini yang sudah mulai berkembang dan PAD-nya kecil ini semua perizinan semua retribusi yang ada di Kota Binjai ini ini akan kita tinjau kembali nilai dari retribusinya.

	3
	Pewawancara
	Bangunan yang berdiri tanpa izin dapat mempengaruhi PAD Kota Binjai, menurut bapak/ibu apa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam menangani permasalah tersebut?

	
	Informan
	Saya tegaskan bahwasanya ini tidak bisa kita mengandalkan cuman satpol PP dan pihak perkim sendiri atau ptsp ini juga harus melibatkan camat Lurah dan kepala lingkungan terkait bilamana ada bangunan-bangunan yang berdiri ini pihak-pihak kepala lingkungan akan membuat laporan kepada lurah, lurah ke camat ini harus melaporkan kepada pihak terkait seperti Perkim ataupun pihak PTSP dan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh satpol PP selaku pengeksekusi daripada penegakan peraturan daerah. Jadi hal ini harus dari kepala lingkungan, lurah, camat sampai dia ke dinas terkait perkim ataupun PTSP dan ini laporannya dicek harus ditindaklanjuti kepada Satpol PP dalam hal penindakan apakah ini harus diruntuhkan atau harus di arahkan untuk mengurus daripada izinnya atau distribusinya.

	4
	Pewawancara
	Terkait dengan Tim Terpadu, SK terakhir yang saya dapati yaitu SK tahun 2017, ketika saya konfirmasi kepada instansi, mengapa SK terakhir berada di tahun 2017 sedangkan sekarang sudah berada di tahun 2023. Masing-masing instansi menjawab bahwasanya dalam langkah penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai mereka hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan hal tersebut?

	
	Informan
	Jadi kita berharap untuk ke depan untuk SK ini paling tidak per 5 tahun harus diperbarui mengingat perkembangan dan pertumbuhan daripada kota ataupun daripada aparatur ini kan sudah pasti dia berubah-rubah jadi ini SK untuk daripada penertiban ini yang tim terpadu ini paling tidak per 5 tahun harus diperbarui dan tentang tupoksinya juga harus dipertajam dan harus diperkuat dengan aparat penegak hukum dan aparat aparat terkait yang bisa membackup daripada kegiatan penertiban di lapangan.

	5
	Pewawancara
	Bagaimana peran DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam rangka peningkatan penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai? (mis: memberikan saran kepada instansi terkait utk dapat melakukan penertiban atau pengecekan secara berkala terhadap bangunan tanpa izin di Kota Binjai)

	
	Informan
	Jadi kalau kami ini istilahnya dalam hal penertiban daripada bangunan-bangunan ilegal yang tanpa izin ini ini kami berharap peran masyarakat peran LSM daripada wartawan juga kami berharap ini akan selalu kami memohon untuk memberikan info terkait hal ini dan adanya keterbukaan keterbukaan juga antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Binjai dalam hal penertiban penertiban ini dalam hal daripada menjalankan tupoksi terkait dengan penertiban penertiban bangunan ini paling tidak adalah laporannya kepada DPRD sendiri dan satu hal lagi DPRD juga pada prinsipnya tanpa ada laporan juga DPRD ini tidak mungkin tidak melakukan semuanya tanpa ada peran masyarakat tanpa ada pengaduan ke kita.

	6
	Pewawancara
	Pada pengimplementasian penertiban bangunan tanpa izin, terdapat beberapa instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan tersebut yaitu Dinas Perkim dan Satpol PP, menurut bapak/ibu apakah instansi tersebut melakukan koordinasi dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Saya rasa sudah cuman mungkin karena mereka ini masing-masing tupoksinya berbeda, perkim sifatnya merekomendasi daripada izin dan finalnya ada di PTSP ini yang menginstruksikan kepada satpol PP apakah ini ada izin atau tidak. 

	7
	Pewawancara
	Menurut Hasibuan (2006) terdapat beberapa indikator dalam koordinasi yaitu, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Menurut pendapat bapak/ibu berdasarkan indikator tersebut, indikator mana yang masih terdapat kendala dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Jadi karena itu tadi dia kinerjanya perkim ini cuman  rekomendasi mereka rekomendasi daripada fisik udah itu nanti ada dinas lingkungan hidup terhadap konstruksi air dalam tanah dan ini juga berkaitan ini nanti muaranya ke PTSP jadi sebagainya antara PTSP dengan satpol PP.
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	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasarkan media online yang saya baca, masih terdapatnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai, bagaimana tanggapan bapak terkait hal tersebut?

	
	Informan
	Kalau faktanya ya memang seperti itu masih banyak bangunan liar, terutama di pinggiran Daerah Aliran Sungai yang seharusnya itu tidak boleh didirikan tapi pada faktanya didirikan dan kuat dugaan bangunan-bangunan yang ada di daerah pinggiran sungai itu tidak mengantongi izin, karena sudah ada peraturan yang mengatur tidak dibolehkannya mendirikan bangunan di pinggiran sungai dan apabila izinnya keluar berarti izinnya ilegal. 

	2
	Pewawancara
	Bangunan yang berdiri tanpa izin dapat mempengaruhi PAD Kota Binjai, menurut bapak apa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam menangani permasalah tersebut?

	
	Informan
	Ini bangunan tanpa izin terkhusus diluar dari DAS itu tadi ya. Terkait bangunan tanpa izin seharusnya pemerintah tegas kepada kepala dinas perkim atau stakeholder-stakeholder lainnya saling koordinasi, karenakan pucuk pimpinan pemerintahan di Kota Binjai terletak di walikota. Kalau walikotanya tidak peduli bagaimana bawahan juga akan peduli?

	3
	Pewawancara
	Bagaimana peran wartawan dalam rangka pemberian informasi kepada publik terkait dengan Penertiban Bangunan tanpa izin?

	
	Informan
	Peran wartawan dalam hal ini dalam hal penertiban bangunan liar ini sangat penting biar walikota selaku pucuk pimpinan daerah sadar. Selain itu, wartawan juga memiliki fungsi untuk mengingatkan banyak pihak terkhusus dalam konteks bangunan liar ini. Jadi, apabila ada masyarakat ataupun pengusaha mau mendirikan bangunan alangkah baiknya mereka mendaftarkan izin bangunan tersebut sesuai dengan undang-undang. Sekarang kan peraturannya juga sudah diubahkan Kota Binjai juga belum ada peraturan terbaru. Seharusnya Perda maupun Perwalnya harus dibuat terlebih dahulu. Baru pemerintah bisa menetapkan harga untuk izin mendirikan bangunan tersebut

	4
	Pewawancara
	Pada pengimplementasian penertiban bangunan tanpa izin, terdapat beberapa instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan tersebut yaitu Dinas Perkim dan Satpol PP, menurut bapak/ibu apakah instansi tersebut melakukan koordinasi dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Kalau saat ini menurut kacamata saya selaku wartawan selaku social control kalau memang benar dinas perkim dan satpol PP sudah melakukan koordinasi maka secara otomatis saat ini juga banyak bangunan yang dirobohkan. Artinya saat ini mereka tidak melakukan koordinasi makanya masih banyak bangunan ilegal. Coba soroti hokaben yang baru dibangun, itu jelas ilegal karena tanahnya milik negara tidak bisa didirikan bangunan di situ.

	5
	Pewawancara
	Menurut bapak, jika dikaitkan dengan koordinasi antara dinas perkim dan satpol PP, apakah yang menyebabkan masih terdapatnya bangunan tanpa izin di kota binjai?

	
	Informan
	Terkadang begini Satpol PP berdasarkan informasi-informasi yang berkembang entah dari media satpol PP mengetahui adanya bangunan liar, tapi mereka tidak bisa bertindak untuk menegakkan Perda itu karena belum ada rekomendasi atau perintah yang nyata dari dinas perkim untuk mengeksekusi bangunan liar tersebut. Berarti komunikasinya di sini yang perlu ditekankan dan satu lagi integritasnya dikarenakan di Binjai sendiri banyak sekali lobi-lobi.

	6
	Pewawancara
	Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?

	
	Informan
	Tadi ini sudah terjawab

	7
	Pewawancara
	Menurut Hasibuan (2006) terdapat beberapa indikator dalam koordinasi yaitu, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Menurut pendapat bapak berdasarkan indikator tersebut, indikator mana yang masih terdapat kendala dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Disiplin ini berkaitan dengan lobi-lobi tadi, kalau mereka disiplin dalam menjalankan tugas mereka fungsi mereka Saya kira komunikasi itu jadi indikator kedua yang paling utama tadi disiplin tadi. Tapi semua itu tergantung dari walikotanya. Kota Binjai tidak lagi baik-baik saja terutama soal keuangan.
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	No
	Keterangan
	Informasi

	1
	Pewawancara
	Berdasarkan media online yang saya baca, masih terdapatnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai, bagaimana tanggapan bapak terkait hal tersebut?

	
	Informan
	Benar, kalau kita lihat di Kota Binjai ini masih terdapat banyak sekali bangunan liar di Kota Binjai, akan terdapat banyak faktor dari itu, entah itu ketidaktahuan atau kemalasan dikarenakan bayar lagi untuk mengurusnya

	2
	Pewawancara
	Bangunan yang berdiri tanpa izin dapat mempengaruhi PAD Kota Binjai, menurut bapak apa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam menangani permasalah tersebut?

	
	Informan
	Pemerintah Kota Binjai harus bersih sikap tegas terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. Namun, Kota Binjai sekarang dipegang oleh Amir Hamzah, mereka belum mampu menangani hal tersebut.

	33
	Pewawancara
	Bagaimana peran wartawan dalam rangka pemberian informasi kepada publik terkait dengan Penertiban Bangunan tanpa izin?

	3
	Informan
	Kami selaku wartawan melakukan investigasi langsung di lapangan dan menyebarkan berita yang bersifat fakta kepada publik, sehingga publik mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ini juga menyangkut infrastruktur yang diperlukan masyarakat sehingga dinilai sangat penting.

	4
	Pewawancara
	Pada pengimplementasian penertiban bangunan tanpa izin, terdapat beberapa instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan tersebut yaitu Dinas Perkim dan Satpol PP, menurut bapak/ibu apakah instansi tersebut melakukan koordinasi dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Satpol PP kan selaku instansi yang melaksanakan pembongkaran, dan dinas perkim menerima laporan utama, jadi tanpa konfirmasi dinas perkim, satpol PP tidak akan berani untuk bertindak. Jadi intinya memang terdapat koordinasi antara kedua instansi tersebut.

	5
	Pewawancara
	Menurut bapak, jika dikaitkan dengan koordinasi antara dinas perkim dan satpol PP, apakah yang menyebabkan masih terdapatnya bangunan tanpa izin di kota binjai?

	
	Informan
	Komunikasi antar instansinya ini yang biasanya kurang atau tidak jelas.

	6
	Pewawancara
	Seperti yang kita ketahui bahwa IMB telah di ubah menjadi PBG, namun belum disahkannya Perda terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?

	
	Informan
	Menurut saya tidak masalah kalau hanya pergantian nama saja, namun alangkah lebih baiknya adanya Perda yang mengatur. Tapi, memang saat ini belum disahkannya Perda.

	7
	Pewawancara
	Menurut Hasibuan (2006) terdapat beberapa indikator dalam koordinasi yaitu, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Menurut pendapat bapak berdasarkan indikator tersebut, indikator mana yang masih terdapat kendala dalam rangka penertiban bangunan tanpa izin di Kota Binjai?

	
	Informan
	Menurut saya komunikasi, disiplin dan pembagian kerja. Indikator tersebut belum jelas pada koordinasi dinas perkim dan satpol PP, makanya masih banyak bangunan liar di Kota Binjai





LAMPIRAN  5: TRANSKIP OBSERVASI

	No
	Objek yang diamati
	Keterangan

	1
	Kondisi Fisik Dinas Perkim Kota Binjai dan Kondisi Fisik Satpol PP Kota Binjai
	· Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 27 April 2023, kondisi fisik kantor Dinas Perkim Kota Binjai adalah gedung permanen dan didalamnya sudah terdapat ruangan per bidang. Namun, menurut penulis, ketersediaan kursi pada Dinas Perkim masih dapat dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika melakukan absensi, para pegawai lebih sering dalam posisi berdiri. Selain itu, struktur organisasi juga tidak tampak jelas pada kantor Dinas Perkim Kota Binjai.

· Berdasarkan hasil observasi penulisan pada tanggal 28 April 2023, kondisi fisik kantor Satpol PP Kota Binjai adalah gedung permanen dan di dalamnya sudah terdapat ruangan per bidang. Struktur organisasi juga sudah tampak jelas pada Kantor Satpol PP Kota Binjai.

	2
	Bentuk Surat Peringatan  dari Dinas Perkim Kota Binjai dan Satpol PP  Kota Binjai
	Berdasarkan hasil observasi penulis, Dinas Perkim dan Satpol PP telah memiliki Surat Peringatan resmi berbentuk kertas yang berisi keterangan surat peringatan 1, 2, dan 3 serta surat peringatan lanjutan




LAMPIRAN 6: TRANSKIP DOKUMENTASI
TRANSKIP DOKUMENTASI
6.1 Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
[image: ]
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan tepatnya di bidang perumahan dan permukiman. Dinas ini bertanggungjawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.
6.2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
[image: ]
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai merupakan aparatur pemerintah kota yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.3 Jumlah Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
        Kota Binjai
[image: ]
[image: ]
[image: ]
6.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
[image: ]
[image: ]
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6.5  Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-214/K/Tahun 2017
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
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6.6 Surat Peringatan I, II, III,  dan Surat Himbuan untuk mengurus   
       Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas Perkim
[image: ]
[image: ]
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6.7 Surat Peringatan I, II, III oleh Satuan Polisi Pamong Praja
[image: ]
[image: ]
[image: ]
6.8 Dokumentasi Penertiban bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas  
        Perkim dan Satpol PP
[image: ]
Penertiban bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim dan Satpol PP yang berlokasikan di Jalan H. Agus Salim Kel. Nangka.
[image: ]
Penertiban bangunan dengan cara mengecek izin bangunan tempat usaha yang berada di Jalan jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan
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SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-214/K/TAHUN 2017

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG BAGI BANGUNAN
BERMASALAH DAN TIDAK MEMILIKI 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA BINJAI TAHUN 2017

WALIKOTA BINJAL,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah
Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum,
perlu  dilaksanakan  penegakan terhadap  bangunan
. bermasalah dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan; i
b. bahwa masih ditemukan bangunan-bangunan bermasalah dan

C

tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Kota Binjai yang
perlu ditertibkan dan ditindaklanjuti; o ;
c. bahwa untuk menindaklanjuti penegakkan ketertiban -
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Pemanfaatan R
Bangunan Bermasalah dan Tidak Memiliki Izin Mend
Bangunan di Kota Binjai; ey
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
Keputusan Walikota tentang Tim .
: Pemanfaatan Ruang bagi Bangunan
. (‘, Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
2017; 0

o

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomc
Pembentukan Daerah Otonom
Lingkungan Daerah Propi
Negara Republik Indones
Lembaran Negara Repuk
2. Undang-Undang Nomor
Ruang (Lembaran Nega
Nomor 68, Tambahan
Nomor 4725);
3. Undang-Undang
Daerah (Lemb
Nomor 244, Ta
Nomor 5587) se
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3322);

5 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang
lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Binjai Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);

7 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);

8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2011 tentang

C Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9

C, BANGUNAN DI KOTA BINJAI TAHUN 2017.

b |

6l
- L

B g
hh!—‘i—b

.
ol

i

Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah

Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 19);

9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 Nomor 36);

10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor

60); A- i
MEMUTUSKAN: B 0 oy

Meneéapkan . KEPUTUSAN  WALIKOTA  TENTANG TIM
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG BAGI
BERMASALAH DAN TIDAK MEMILIKI ZIN

KESATU . Membentuk Tim Terpadu Pe
bagi Bangunan Bermasalah dan t
Bangunan di Kota Binjai un
keanggotaan sebagaimana

merupakan bagian tidak ter

ini; .

KEDUA

R
R
=

e L SN L
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KETIGA . Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan  perencanaan, pelaksanaan  dan
pengendalian  serta evaluasi atas seluruh bangunan
bermasalah dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
yang akan dibongkar;

b. melakukan pembinaan dan pemantauan dalam upaya
meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota
Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun
2011 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;

c¢. mengkoordinasikan masukan dan informasi berupa
rencana pelaksanaan kegiatan, dalam rangka upaya
bersama meningkatkan ketaatan masyarakat membayar
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang yang terkait dengan adanya kepastian
hukum dan rasa aman bagi pemilik bangunan yang akan,
sedang dan telah membangun;

' d. melaksanakan pengawasan, penertiban, pengusutan, dan

- pembongkaran terhadap bangunan yang tidak sesuai
dengan pemanfaatan ruang kota dan tidak memiliki Izin
Mendirikan Bangunan;

e. membantu mempersiapkan, menyusun laporan
pertanggungjawaban kerja Tim Terpadu yang berkaitan
dengan administrasi dan keuangan,;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota
Binjai. a" . |

\

KEEMPAT . Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Pemanfaatan
\ Bangunan Bermasalah dan Tidak Memiliki Izin
Bangunan di Kota Binjai dilaksanakan sejak Jan

KELIMA . Pemberdayaan anggota Tim dalam melaksa

disesuaikan dengan situasi dan kondisi lok
e akan dibongkar;
KEENAM . Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana C imal

KESATU dilaksanakan sejak Januari 2C

KETUJUH . Segala biaya yang dip
dibebankan pada / :
(APBD) Kota Binjai T

KEDELAPAN
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR 188.45-214/K/TAHUN 2017
TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN PEMANFAATAN
RUANG BAGI BANGUNAN BERMASALAH DAN
TIDAK  MEMILIKI  IZIN  MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KOTA BINJAI TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEMANFAATAN
RUANG BAGI BANGUNAN BERMASALAH DAN TIDAK MEMILIKI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BINJAI

TAHUN 2017

Honorarium/
Kegiatan
Rp. 750.000,-

tan Dalam Tim

Jaba

Jabatan Dalam Dinas

Pengarah

Walikota Binjai

Wakil Walikota Binjai Pengarah Rp. 700.000,-

Sekretaris Daerah Kota Binjai Penanggung Jawab Rp. 700.000,-

Asisten . Perekonomian dan Koordinator Rp. 650.000,-

Pembangunan Sekretaris Daerah
Kota Binjai

Kepala Dinas Perumahan dan Ketua I

Kawasan Permukiman Kota Binjai

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketua Il

Penataan Bangunan Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Binjai

Kepala Seksi Pengawasan dan
Penindakan  Bangunan  Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Binjai

Kepala Seksi Penataan Bangunan
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Binjai

Kepala Seksi Pertanahan
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Binjai

Kepala Bagian Hukum Sekretariat |
Daerah Kota Binjai '
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Binjai i

Kepa.la
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Regu Satuan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota
Binjai 14 (empat belas) orang
Unsur Den POM Sub I / 5 Kota
Binjai

Unsur Polres Binjai

@Rp. 450.000,-

Rp. 450.000,-

Rp- 450-000)'

Rp. 450.000,-

Unsur Kodim 0203 Langka

Salinan sesuai dengan aslinya WALIKOTA BINJAI,
&m‘r DAERAH KOTA BINJAI

ttd
GRI AMBIATLSH MUHAMMAD IDAHAM

. NIP., 19770327 200502 2 003
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| PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JL. CUT NYAK DHIEN NO. 48 TELP. 8521986 FAX. (061) 8621986

BINJAI

NOMOR g——n SN
SIFAT : SEGERA
LAMPIRAN L.

HAL : PERINGATAN 1

PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ALAMAT
KELURAHAN 3
KECAMATAN : BINJAI

PADAHARIINI
TANGGAL
UKURAN

BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN KAMI DI LAPANGAN TELAH MELANGGAR PERATURAN FEMEETHTAH
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, UNTUK ITU PERLU BERKOURDINAS!
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JALAN CUTNYAK DHIEN NO. 48 BINJAI PALING LAMBAT 3 HARI SETELAH SURAT INI DNTERIMA.
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e —— BINJAI

Binjai, g \Var 2023
Kepada

Yth, Sdr YUNDISER

JL. ILA HALIM-HASAN
KEL. LIMAU SUNDAI
di

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

303 - SO 7 Dweeam ¢ W /200%

Penting / Segera

Peringatan 11
Tindak Lanjut Peringatan I

i iniai
Ukuran Bangunan : 8 x 12 m =96 m (2 Lantai) SR

o Menyusul surat kami terdahulu Nomor : 04 /WK. BB/PPR/III/ 2023 tanggal 21 ~ 03
2023, Hal : Peringatan 1 Pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sehubungan dengan itu, Saudara masih belum juga mematuhi hal sebagaimana tersebut di
atas. Untuk itu, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Saudara diperingatkan
lagi agar Saudara segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selanjutnya, untuk memperoleh penjelasan atas tidak  diurusnya Surat Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), maka Saudara kami undang agar dapat hadir pada :

Hari / Tanggal A 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat . DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BINJAI
JL. CUT NYAK DHIEN NO. 48\BINJAI

Apabila Saudara tidak memenuhi Peringatan I1 ini, kami akan mengambil tindakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan diberitahukan kepada pekerja / tukang agar tidak
melanjutkan pembangunan tersebut karena telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 16
Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif bagi yang belum memiliki Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG).

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipatuhi dan dipedomani.

an. KEPALA DINAS PERUMAHAN
/7 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN

N

AHMAD KIAIR HASIBUAN, S. Ag
PENATA TK. I

NIP. 19751015 200801 1 002

Tembusan :

Walikota Binjai, sebagai laporan.
2) Kasat Pol PP Kota Binjai.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bily'ui.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umun.
5. Kepala Dinas BAPPEDA.
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e PEMERINTAH KOTA BINJAI
. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
. YAK DHIEN NO. 48 TELP. 8821986 FAX. (061) 8821986

B =
BINJAI
m
Binjai, &9 Marck 2023
et i 3 Kepada
omor  : 503- 613/ OWPERIAM/ 11/ 207% Yth. Sdr. IRAWADI
ilfat . . Penting / Segera JL. 'SEl B'AHbROK
Haarlnplran : = KEL. PUJIDADI
¢ Peringatan III di
Penyetopan Bangunan Tanpa
Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG ) Binjai
Ukuran Bangunan : £ 7 x9 m = 63 m’
(Hunian)

Menindaklanjuti surat kami yang terdayulu Nomor : 04 WK.BS/PPR/1/2023,Tanggal 19
Januari 2023 Hal Peringatan Pertama (I) dan menyusul surat kami Nomor : 503 — 124/
DISPERKIM/1/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Hal Peringatan Kedua (I1). : Panggilan untuk
mengurus Persetujuan Bangunan Gedung, dimana Saudara masih belum memenuhi dan

menghentikan pekerjaan di lapangan serta belum mengurus Persetujuan Bangunan Gedung.

Berkenaan dengan itu, diminta kembali kepada Saudara agar menghentikan / menyetop
pekerjaan di lapangan karena telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam, sejak surat ini diterima.

Apabila Saudara masih tidak juga mengindahkan Peringatan IIl ini, maka Pemerintah
Kota Binjai akan menyegel dan menghentikan kegiatan bangunan milik Saudara sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku. -

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

__~KEPALA DINAS PERUMAHAN
" DAN KAWASAN PERMUKIMAN

M : , SST, M.Si
. PEMBINW ~
“SNIP. 19840102 200312 1 001

Tembusan:

(0) Kasat Pol PP Kota Binjai.

2. Kepala Bagian Hukum.

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

5. Kepala Dinas BAPPEDA
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- PEMERINTAH KOTA BINJAI
. AS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
+ CUT NYAK DHIEN NO. 48 TELP. 8821986 FAX. (061) 8821986

BINJAI

ms

Binjai, 29 Maret 2023

Kepada
Nomor © 503 -499/ DISPERAM / ul/ w1% Ytll:. Sdr. CITRA SITEPU
Sifat : Penting / Segera JL. KENTANG
Lampiran KEL. PAYAROBA
Hal . Himbauan untuk Mengurus Persetujuan di

Bangunan Gedung (PBG)
Binjai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dan tinjauan ke fisik
bangunan atas nama Citra Sitepu, JI Kentaxllg Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat, telah
kami peringati dengan Surat Peringatan I No.01/WK.BB/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023,
Surat Peringatan 1I No. 503-252/DISPERKIM/I1/2023 Tanggal 14 Pebruari 2023 dan Surat
Peringatan IIJ No. 503-455/DISPERKIM/I11/2023 Tanggal 21 Maret 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami himbau kepada Saudara agar
segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke Kantor Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Binjai, Jalan Cut Nyak Dhien No. 48 paling lambat 2 x 24
jam sejak surat ini diterima. Apabila Saudara tidak mengindahkan himbauan ini, maka

kami akan melakukan Penyegelan dan Pemberhentian Kegiatan Bangunan Saudara.

Demikian Surat ini disampaikan agar dipedomani dan dipatuhi, atas perhatian dan

kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BINJAI

PEMBINA
. NIP. 19840102 200312 1 001

Tembusan :

(. Kasat Pol PP Kota Binjai.
2. Pertinggal.
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Nomor
Sl

Lampiean

Perihal

: PEMERINTAI KOTA BINJAT
SATUAN PPOLIST PAMONG PRAJA

( SATPOL PP )

Jattan Jambl Kec, Binjol Selatan No. Telp. (061) 8826921

Iinjal, \y Maret 2020

V1L ey Kepuda Yth:
Penting Bapak/ Ihw/ Sdr Pemilik Bangunan
2 INDRA/ SUHENDRA
Porlngntan | JI. SM. Rajo Kel. Nangka
di -
Binjai

Berdusarkan Surat Dinas Perumaban dan Kawasan Permuki injai
Nomor © 503 ~ 553 wnggol 27 Pebruari 2020 perihal l’:r:\‘:zn::anl;:'“‘l:c“::::n ;:cu:nhazz{:
Binjal Nomor 6 Tahun 2015 Tenung Penyelenggaraan Ketertiban ljmum dan Ketenteraman
Mugyarakat Bab X Tertib Bangunan, Peraturan Dacrah Kota Binjai nomor 9 tahun 2011
tentang Izin Mendirikan Bangunan. Bab V Persyaratan Bangunan Gedung pasal 6 ayat 1
setlap bungunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sosual dengan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
I[n-rvynmlnn status hak atas tnah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan
hangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan kepada
Bapak/Ibu/Sdr bahwa tidak dibenarkan untuk mendirikan bangunan tanpa memiliki izin
mendirikan bangunan duri Walikota atau pejabat berwenang, untuk itu kepada Bapak/Tbu/Sdr
agar menghentikan kegiatan mendirikan bangunan selama izin mendirikan bangunan tersebut
belum adi dan membongkar sendiri bangunannya yang melanggar, apabila pemberitahuan ini
tidak dipatuhi maka kami menindak sesuai dengan Peraturan Dacrah Kota Binjai Nomor 9
Tahun 2011 Bab X1 Ketentuan Pidana Pasal 67 ayat | dikenakan sanksi pidana kunungan
selama — lamamya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta
Rupiah) dan Bab V1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 44 Pembongkaran Bangunan
dan Bangun ~ bangunan ayat | Bangunan gedung dapat dibongkar huruf (c) tidak memiliki
IMB.

Demikian  disampaikan, agar dipedomani dan dipatuhi, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KOTA BINJAT

Ly
/\(q 20
OTTO HARIANTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP, 19621229 198503 1 006

Wﬁ"‘ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DINASY|

Tembusan : e b
‘Walikota Binjai (sel a -

f'uT..";' Penunaman MJnd=| dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kots Binjai

Camat Binjai Utara, Kota Binjai

Lursh Nangka Kota Binjai

Arsip.

o msu—
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. PEMERINTAI KOTA BINJAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

( SATIPPOL I'F)

Jalan Jamib Kec. Bingal Selatan Mo, Telp. (061] A824921

Thisfak 1y Maret 2000

Nomor AL ) Kepadda Yih
Sifa Peming apak/ b’ e Pemilik Hungman
Lampiran IMANUEL
Perihal Peringatan 11 I Merk Kel. Mencirim
di -
Binjal

Berdasarkan Surat Satuan Polist Pamaong Prajn Kota Binjai nomor : 3311 - 0560
tanggal 11 Maret 2020 perihal Peringatan |, Peraturan Docenh Kota Binjai Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenternman Masyarakat Bab X
Tertib Bangunan, Peraturan Daerah Kot Binjai nomor 9 tabun 201 | tentang fzin Mendirikan
Bangunan. Bab V Persyaratan Bangunan Gedung pasal 6 ayat | setiap bangunan gedung
. harus memenuhi persyaratan administratil dan persyaratan teknis sesunl dengan fungsi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat | meliputi persyaratan status hak atas
tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan kepada
Bapak/IbwSdr bahwa tidak dibenarkan untuk mendirikan bangunan tanpa memiliki izin
mendirikan bangunan dari Walikota atau pejabat berwenang, untuk itu kepada Bapak/Thu/Sdr
agar menghentikan kegiatan mendirikan bangunan selama izin mendirikan bangunan tersebut
belum ada dan membongkar sendiri bangunannya yang melanggar, apabila pemberitahuan ini
tidak dipatuhi maka kami menindak sesuai dengan Peraturan Dacrah Kota Binjai Nomor 9
Tahun 2011 Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 67 ayat | dikenakan sanksi pidiana kurungan
selama — lamamya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta
Rupiah) dan Bab V1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 44 Pembongkaran Bangunan
dan Bangun — bangunan ayat | Bangunan gedung dapat dibongkar huruf () tidak memiliki

IMB,
Demikian disampaikan, agar dipedomani dan dipawhi, atas perhatian dan
[ ) kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
e DINASI[ KOTA BINJAL
i r
ol %y 70
4 OTTO HARIANTO, SH
- ___PEMBINA UTAMA MUDA
CPALA F'NIP. 19621229 198503 1 006
L \J_‘
Tembusan :

1. Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)
. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai
. Dinas Perumiahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
Camat Binjai Timur Kota Binjai
. Lurah Mencirim Kota Binjai
. Arsip.

euawp
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PEMERINTAN Kota
SATUAN PoLISI PAMlz;:':EA;’nMA

(SATPOL PP*)

Jolan Jambil Kec. Binjal Selatan No, Telp, (061) 8826921

Winji. 29 Pebruart 2020

e R tomarn
g
Lampiran - Thapak/ Tbw/ Sebr Pemilib i
Peribal MANGAU RESIDENCE. e
Lecingutan 11 :lll Bangau Kel Mencirim
Binjai

i Pm::?‘;:;:.m Surat Satuan Polisi Pamong Penja Kot Binjai nomior : 31,1 — 0380 tanggal
e perihal Peringatan 1. Surat Sutuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
e UG 4 tanggal 19 Pebruari 2020 perihal Peringatan 1. Surat Dinas Perumatian dan
b St Pl::ln Kota Binjai nomor : 503 - 364 tanggal 12 Pebruari 2020 perihal Peringatan
Sl e 'l‘l.ﬂlhll\ dan Kawasan Permukiman Kota Binjai nomor : 503 398 tangeal 18
N ot P;‘;' | Pembongkaran Bangunan Sendiri, serta Peraturan Dacrah Kota Biajat
Al Tmib"mu:s Tentang Penyelenggaramn Ketertiban Unum dan Ketenteraman Masyarakat
Ve gunan, Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 9 tahun 2011 tentang lzin
e ngunan Bab V Persyaratan Bangunan Gedung pasal 6 ayat | sctiap bangunan
o g harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
ngunan Eefiung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah,
status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Berkensan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/ Tbul
Sdr/ bahwa agar segera menghentikan/ membongkar Bangunan Bapak/ [bu/ Sdr sclama 3 x 24 jam
terhitung mulai surat ini saudara terima. apabily pemberitahuan i tidak dipatuhi maka kami
menindak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Bab X Ketentuan
Pidana Pasal 67 ayat | dikenakan sanksi pidana kurungan sclama - lamamyd 3 (tiga) bulan atay
denda paling banyak Rp 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah) dan Bah VI Penyelenggaraan

Bangunan Gedung Pasal 44 Pembongkaran Bangunan dan Bangun = ‘bangunan ayat | Bengunan
gedung dapat dibongkar huruf (c) tidak memiliki TMB.
Demikian disampaikan. agar dipedomani dan dipatuhi, atas perhatian dan kerjasamanya

kami ucapkan terima kasih.

{EPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BINJAL

4
ST

ARAF KOORDINASI

OTTO HARIANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621229 198503 1006

Tembusan :

. Bapak Walikota Binjai (scbagai laporan) -
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjal
Dinas Perumahian dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
Camat Binjai Timur Kota Binjai
Lurah Mengirim Kota Binjai
Arsip.

ERE
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